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PENUTUP
A. [bookmark: _Toc224183563]Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Orang Tidak Mampu di Kota Padang Oleh DPC Peradi Kota Padang.
Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat yang tergabung dalam PBH DPC PERADI Kota Padang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimasi yuridis yang jelas. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Secara prosedural, mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pendampingan perkara prodeo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Orang Tidak Mampu di Kota Padang Oleh DPC Peradi Kota Padang..
Dari sisi implementasi, efektivitas pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pendanaan yang berdampak pada keberlanjutan layanan, kendala geografis dalam menjangkau masyarakat di wilayah luar Kota Padang, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi PBH, serta adanya potensi penyalahgunaan status ketidakmampuan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, faktor eksternal berupa belum optimalnya koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya turut memengaruhi kelancaran proses pendampingan hukum.
3. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Orang Tidak Mampu di Kota Padang Oleh DPC Peradi Kota Padang..
PBH DPC PERADI Padang telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui sejumlah langkah strategis, seperti perekrutan advokat yang berdomisili di luar kota untuk menjangkau wilayah terpencil, pelaksanaan survei dan verifikasi lapangan guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan hukum, penyelenggaraan program sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pelajar, serta upaya menjalin kerja sama kelembagaan untuk memperoleh dukungan pendanaan. Upaya-upaya tersebut mencerminkan keseriusan organisasi dalam menjaga profesionalitas advokat sekaligus memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu.
B. [bookmark: _Toc224183564]Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:
1. Kepada DPC PERADI Padang.
Disarankan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan Pusat Bantuan Hukum melalui pembinaan berkelanjutan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sistematis, serta pengawasan internal yang terukur, dengan tujuan agar pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
2. Kepada para Advokat yang tergabung dalam Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Padang.
Disarankan untuk terus meningkatkan komitmen moral dan profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak masyarakat tidak mampu terhadap akses keadilan serta mewujudkan prinsip equality before the law secara nyata.
3. Kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap mekanisme akreditasi dan pendanaan bantuan hukum, dengan tujuan memastikan distribusi anggaran yang tepat sasaran serta mendukung keberlanjutan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
4. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan).
Disarankan untuk memperkuat koordinasi dan menjamin akses advokat dalam setiap tahapan proses peradilan, dengan tujuan memastikan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal proses hukum benar-benar terlindungi.
5. Kepada Pemerintah Daerah.
mendukung program bantuan hukum melalui kebijakan daerah atau alokasi anggaran tambahan, dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah setempat.
6. Kepada Masyarakat.
Khususnya masyarakat tidak mampu, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak atas bantuan hukum melalui partisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum, dengan tujuan agar hak konstitusional atas bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara optimal.
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